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ABSTRAK 

Partai Amanat Nasional dilihat dari kedudukannya memiliki peran yang 

cukup penting dalam sistem demokrasi. Sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta 

mempunyai iklim politik yang berbeda dibanding dengan daerah-daerah lain, 

dimana unsur-unsur Pemerintahan DIY seperti Gubernur dan Wakil Gubernur 

telah ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan. Sehingga, dalam 

pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengisian 

Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, partisipasi PAN melalui dinamika dan 

mekanisme fraksi sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang 

Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, serta untuk 

mengetahui partisipasi Partai Amanat Nasional dalam proses pembentukan 

Perdais tersebut.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis yaitu mengelola 

dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis, memahami sekaligus 

menganalisa data tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dengan wawancara 

dan observasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas 

dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

dilaksanakan melalui legislasi yang matang dan mempertimbangkan aspirasi 

masyarakat melalui penjaringan aspirasi berupa public hearing, pemanfaatan 

waktu reses dengan konstituen dan penyusunan naskah akademik. Partisipasi 

Partai Amanat Nasional dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa 

Nomor 2 Tahun 2015 sesuai dengan fungsinya seperti tercantum dalam Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu sebagai sarana 

pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif dan perekat persatuan, 

penyerap dan penghimpun sekaligus penyalur aspirasi politik masyarakat DIY. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri atas empat kabupaten dan 

satu kota, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten 

Kulonprogo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, dengan jumlah 

penduduk sebanyak 3.457.491 jiwa pada tahun 2010 (Survey BPS RI). 

Kewenangan Istimewa DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta berada di (tingkat) Provinsi. Sedangkan mekanisme pengisian 

kepala daerah dan wakil kepala daerahnya untuk tingkat Kabupaten/Kota 

berdasarkan semangat otonomi daerah disesuaikan dengan Undang-Undang 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta didahului dengan latar 

belakang yang cukup panjang. Eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari 

kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. 

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran 

Mangkubumi pada tahun 1755. Pangeran Mangkubumi kemudian bergelar 

Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran 

Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) pada tahun 1813. 

Pangeran Notokusumo kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. Pemerintah 

Hindia Belanda saat itu mengakui Kasultanan maupun Pakualaman sebagai 

kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri (otonom) yang 
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dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik Kasultanan tercantum 

dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam 

Staatsblaad 1941 Nomor 577. 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks sejarah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) adalah provinsi tertua kedua setelah Jawa Timur, 

yang dibentuk oleh pemerintah Negara Bagian Indonesia. Provinsi DIY juga 

memiliki status istimewa. Status ini merupakan sebuah warisan dari jaman 

sebelum kemerdekaan. Kasultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten 

Pakualaman sebagai cikal bakal atau asal usul DIY memiliki status sebagai 

kerajaan vasal atau dependent state (negara bagian) dalam pemerintahan 

penjajahan mulai dari Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Hindia 

Perancis (Republik Bataav, Belanda - Perancis), Hindia Timur (East Indian 

Compagnie, Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Netherlands), dan terakhir 

Tentara Angkatan Darat XVI Kekaisaran Jepang. Status tersebut oleh 

Belanda disebut sebagai Zelfbestuurende Landschappen dan oleh Jepang 

disebut dengan Koti/Kooti yang membawa konsekuensi hukum dan politik 

berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah (negaranya) 

sendiri di bawah pengawasan penjajah. Status ini pula yang kemudian diakui 

dan diberi payung hukum oleh Soekarno yang duduk dalam Badan Penyelidik 

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai 

sebuah Negara.
1
 

                                                 
1
 MG. Endang Sumiarni, “Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Adat, Hukum 

Pertanahan, dan Hukum Ketatanegaraan”, Laporan Hasil Penelitian DPD-RI, 2011, hlm. 1. 
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Piagam Kedudukan yang diberikan oleh Pemerintah Republik 

Indonesia tanggal 19 Agustus 1945 dengan tegas menyatakan Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tetap pada kedudukannya 

sebagai Raja yang berkuasa di daerah sebagai bagian dari NKRI. Amanat Sri 

Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tanggal 5 September 

1945 secara tegas menyatakan bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan 

Negeri Pakualaman yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari 

NKRI. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mempunyai 

susunan pemerintah sebagai kerajaan, sehingga pengaturannya harus 

mendasarkan pada hak asal-usul. Pengakuan Keistimewaan DIY didasarkan 

pada hak asal-usul dan perannya dalam sejarah perjuangan nasional dalam 

kerangka NKRI. 

Keistimewaan DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta meliputi lima bidang kewenangan, yaitu: 

a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur 

dan Wakil Gubernur; 

b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 

c. Kebudayaan; 

d. Pertanahan; dan 

e. Tata ruang. 

Melalui Undang-Undang Keistimewaan tersebut maka telah disahkan 

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 
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2015 tentang Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan 

Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam pembentukannya, tentu 

tidak terlepas dari fungsi legislasi yang melekat pada anggota dewan yang ada 

di lembaga legislatif tersebut, meskipun dalam mekanismenya dibahas 

bersama dengan Pemerintah Daerah. 

Terdapat tujuh fraksi yang bernaung di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD-DIY), dimana fraksi merupakan 

wadah anggota dewan berkumpul sesuai partai pengusungnya, maka dalam 

mekanisme pembentukannya (Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 

2015) secara teknis setiap anggota dewan membawa kepentingan-kepentingan 

dari partai pengusung, yang kemudian instruksi partai pengusung dinyatakan 

oleh anggota dewan sebagai sikap, gagasan atau usulan dalam proses 

pembentukan Perdais tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran 

partai politik sangat kuat dalam pemerintahan daerah, khususnya dalam 

membentuk kebijakan daerah, dalam hal ini Perdais. 

Partai politik memiliki fungsi interest aggregation dan interest 

articulation dimana mereka bertugas untuk menyalurkan beragam aspirasi 

masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat serta 

menjadi wadah penggabungan aspirasi masyarakat yang senada agar dapat 

dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur. Selanjutnya, partai politik 

merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijaksanaan untuk 

diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik.
2
 

                                                 
2
 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 403. 
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Partai politik dilihat dari kedudukannya memiliki peran yang cukup 

penting dalam sistem demokrasi serta sebagai salah satu alat pemerintahan, 

dimana partai politik merupakan sebuah wadah pertama untuk dijadikannya 

para pemimpin bangsa. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung 

yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan masyarakat, 

kemudian proses-proses tersebut akan berakhir menjadi kebijakan-kebijakan 

publik yang dihasilkan Pemerintahan Daerah sebagai Peraturan Daerah (salah 

satunya). Artinya, semakin tinggi peran partai politik, akan semakin 

berkualitaslah demokrasi, dan kualitas demokrasi dapat dilihat dari mutu 

suatu peraturan daerah, apakah kepentingan-kepentingan masyarakat (melalui 

partai politik) dapat terwakili dalam peraturan daerah tersebut atau tidak. 

Sedangkan di DIY sendiri mempunyai iklim yang berbeda dengan daerah-

daerah lain, dimana Pemerintah Daerah sebagai unsur dari Pemerintahan 

DIY, Gubernur dan Wakil Gubernur telah ditetapkan melalui Undang-undang 

Keistimewaan. 

Selain ber-image nasionalis-religius, Partai Amanat nasional (PAN) 

merupakan partai terbesar nomor 2 di DIY setelah PDIP. Dalam sejarahnya, 

PAN telah mengawal RUUK DIY sampai menjadi Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY dengan penuh dinamika. Dimana 

pada awal isu RUUK DIY, PAN DIY berbeda pandangan dengan PAN Pusat 

(Jakarta). Namun dalam perjalanannya mengawal RUUK DIY, PAN DIY 

lebih mempertimbangkan suara rakyat DIY dibandingkan dengan intruksi 

PAN Pusat (Jakarta) yang memberikan pandangan bahwa pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme pemilu, maka dengan jelas 
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hal tersebut dapat menunjukkan bahwa PAN merupakan salah satu partai 

politik yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dibanding memaksakan 

kepentingan partainya. 

Berbeda dengan partai-partai lain saat itu, dimana suara partai di 

tingkat pusat hingga di daerah adalah sama, yaitu penetapan terhadap 

Gubernur dan Wakil Gubernur ataupun melalui mekanisme pemilu. Karena 

hal tersebut, maka saya dalam menyusun skripsi ini memilih menggunakan 

PAN sebagai subyek penelitian. 

Kemudian karena bisa dikatakan sebagian besar suara rakyat yang 

tertampung dalam partai ini adalah dari kalangan salah satu ormas terbesar di 

DIY yaitu Muhammadiyah, maka salah satu ideologi yang diperjuangkan 

PAN melalui perwakilannya yaitu dewan di DPRD DIY, secara kritis 

mempertahankan budaya islam dimana gelar kasultanan yaitu kalifatullah, 

yang mengandung pengertian bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono adalah 

raja yang berjenis kelamin laki-laki. Maka secara otomatis kedepan gubernur 

DIY adalah seorang laki-laki. Sehingga pasal 1 ayat (4) Undang-Undang 

Keistimewaan DIY Nomor 12 Tahun 2013 mengenai gelar raja menjadi 

anugrah masyarakat muslim di DIY, dan PAN merupakn wadah politik dari 

sebagian masyarakat tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi alasan kedua 

penulis menggunakan PAN sebagai subyek penelitian dalam menyusun 

skripsi ini. 

Selanjutnya, Perdais Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur 
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dan Wakil Gubernur menjadi obyek dari penelitian ini karena Perdais tersebut 

merupakan salah satu Perdais turunan dari Undang-Undang Keistimewaan 

DIY yang disahkan tahun 2015. Dinamisasi PAN dalam mengawal 

pembentukan Perdais tersebut sangat menarik untuk diteliti. PAN selaku 

pemilik kepentingan akan diketahui apakah mampu menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai partai politik. Garis konsistensi PAN dalam mengawal 

keistimewaan DIY apakah akan berpengaruh terhadap pengaturan pengisian 

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY atau tidak sama sekali. 

Berangkat dari uraian di atas, maka penyusun menyederhanakan 

penelitian ini dengan judul: “Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam 

Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, 

Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur”, yang selanjutnya akan 

penyusun tulis menjadi skripsi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 

Tahun 2015 tentang pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan 

wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur? 

2. Bagaimana partisipasi Partai Amanat Nasional dalam proses 

pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tersebut? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-

tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dan tidak terlepas dari 

perumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa 

Nomor 2 Tahun 2015. 

b. Untuk mengetahui partisipasi Partai Amanat Nasional dalam 

pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 

tentang pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan 

wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. 

2. Kegunaan 

Suatu penelitian dikatakan berhasil jika dapat memberikan faedah 

atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang meliputi: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada 

umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya tentang 

mekanisme pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 

Tahun 2015. 

2) Memberikan telaah teoritis tentang partisipasi Partai Amanat 

Nasional dalam pembentukan Perdais tersebut. 
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b. Kegunaan Praktis  

1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang 

dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti 

dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum terutama tentang 

mekanisme pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 

Tahun 2015. 

2) Memberi masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak 

yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi 

pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama. 

D. Telaah Pustaka 

Terdapat beberapa karya ilmiah dari penelitian lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini, diantaranya yaitu penelitian Arief Ganesha Trisnawan, 

“Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Magelang (Studi Pembentukan 

Perda Tahun 2008)”.
3
 Dalam skripsi tersebut lebih dijelaskan pada fungsi 

pelaksanaan legislasi DPRD Kota Magelang dalam pembentukan Peraturan 

Daerah Tahun 2008 dan faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan legislasi DPRD Kota Magelang dalam pembentukan Peraturan 

Daerah Tahun 2008. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah pada 

partisipasi partai dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu 

dari fungsi dewan, yaitu legislasi. 

                                                 
3
 Arif Ganesha Trisnawan, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Magelang (Studi 

Pembentukan Perda Tahun 2008)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta, (2010). 



10 

Skripsi yang disusun oleh Indah Trisiana M., “Pembentukan Peraturan 

Daerah (Perda) Banjarnegara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi di DPRD 

Kabupaten Banjarnegara)”
4
 secara garis besar obyek penelitian tersebut sama, 

yaitu membahas tentang pembentukan peraturan daerah, namun penelitian 

tersebut lebih kepada prosedur pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan serta juga berdasarkan pada Peraturan Daerah DPRD 

Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib 

DPRD Kabupaten Banjarnegara. Penyusun lebih fokus membahas partisipasi 

Partai Amanat Nasional dalam proses pembentukan Peraturan Daerah 

Istimewa Nomor 2 Tahun 2015. 

Jurnal berjudul “Revitalisasi Keberadaan Fraksi dalam Optimalisasi 

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Legislasi”
5
 yang disusun 

oleh Ali Mashuda mengkaji Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan 

DPD) dan Undang-Undang Tata Tertib DPR dalam mengatur kewenangan 

dewan khususnya dalam fungsi legislasi berkesimpulan bahwa optimalnya 

kinerja anggota dewan sangat ditentukan oleh keberadaan fraksi sebagai 

wadah tempat berkumpulnya anggota dewan sesuai dengan partai 

                                                 
4
 Indah Trisiana M., “Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Banjarnegara Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Studi di DPRD Kabupaten Banjarnegara)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal 

Soedirman, Purwokerto, (2013). 

5
 Ali Mashuda, “Revitalisasi Keberadaan Fraksi dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan 

Perwakilan Rakyat di Bidang Legislasi”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 

(2014).  
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pengusungnya. Meski kaitannya sama-sama dalam proses legislasi, namun 

penyusun lebih menitikberatkan penelitian pada partisipasi partai politik 

pengusung anggota dewan. 

Royhatun Thoyyibah dengan penelitiannya yang berjudul, “Peran 

Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon 

Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013”
6
 menunjukkan 

bahwa peran DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013 

sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang menghasilkan 43 Peraturan Daerah, dan 11 

diantaranya berasal dari inisiatif DPRD, dibandingkan pada periode 2004-

2009 tidak ada satupun yang berasal dari inisiatif DPRD, semua Peraturan 

Daerah berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, tetap 

saja penelitian tersebut menganalisis dari segi konstitusional saja. Berbeda 

dengan penelitian yang penyusun lakukan, meski sama-sama mengacu pada 

pembentukan peraturan daerah namun lebih terfokus pada partisipasi partai 

politik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah terkait. 

Skripsi yang penulis susun mengupas tentang partisipasi Partai 

Amanat Nasional dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa 

Nomor 2 Tahun 2015, sehingga melalui sub judul dan tema tersebut maka 

penelitian ini merupakan suatu bentuk kajian yang berbeda dari penelitian-

penelitian sebelumnya. 

                                                 
6
 Royhatun Thoyyibah, “Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013”, Skripsi Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2015). 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Pemerintahan Daerah 

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Menurut Winarno Surya Adisubrata, otonomi daerah adalah: 

“Wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang 

melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi meskipun 

wewenang tersebut lebih besar dan lebih luas pada negara federasi 

dibandingkan negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, urusan moneter 

dan fiskal masih merupakan urusan pemerintah pusat dan tidak 

didelegasikan wewenang pengaturannya kepada Pemerintah Daerah.” 
7
 

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa otonomi daerah 

merupakan hak suatu daerah otonom untuk menjalankan, mengatur dan 

mengurus urusan-urusan tertentu dengan kewenangan untuk melakukan 

pengaturan dan pengurusan kepentingan dari masyarakat di daerah 

tertentu. Dengan adanya pelimpahan hak dan wewenang ini, maka 

Pemerintah Daerah Otonom wajib menyelenggarakan pengaturan dan 

pengurusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan 

urusan pemerintahan tersebut perlu ditunjuk dan diadakan pelaksana 

                                                 
7
 Winarno Surya Adisubrata, Otonomi Daerah di Era Reformasi, (Yogyakarta: UPP AMP-

YKPN, 2002), hlm. 3. 
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Pemerintahan Daerah. Pihak yang ditunjuk oleh undang-undang adalah 

Pemerintah Daerah dan DPRD. 

Pemerintah Daerah atau pemerintah lokal menurut Perserikatan 

Bangsa-Bangsa sebagaimana dikutip Josef Riwu Kaho adalah: “Suatu 

subdivisi (pembagian) politis dari suatu bangsa atau negara dimana 

kendali substansi terhadap urusan-urusan lokal termasuk kewenangan 

untuk menarik pajak dilakukan oleh suatu badan pemerintahan yang 

terpilih atau ditunjuk untuk itu.” 
8
 

Terbentuknya pemerintahan lokal atau Pemerintah Daerah 

merupakan bagian dari upaya pembagian atau penyebaran kekuasaan 

(desentralisasi). Desentralisasi dianut berdasarkan alasan-alasan:
 9

 

a. Dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi 

dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu 

pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. 

b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap 

sebagai tindakan demokratisasi untuk menarik rakyat agar ikut serta 

dalam pemerintahan dan melatih dalam mempergunakan hak-hak 

demokrasi. 

c. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan 

Pemerintahan Daerah adalah semata-mata untuk mencapai suatu 

pemerintahan yang efektif dan efisien. 

                                                 
8
 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi, 

Beberapa Faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 5. 

9
 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 

Gunung Agung, 1968), hlm. 35-41. 



14 

d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian 

dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu Daerah 

seperti geografi, monografi, ekonomi, watak kebudayaan dan latar 

belakang sejarah. 

e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi 

diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara 

langsung membantu pembangunan tersebut. 

Menurut Mariun, tujuan desentralisasi tidak lain hanyalah demi 

tercapainya efektivitas pemerintahan dan demi terlaksananya demokrasi 

dari bawah (grassroots democracy).
10

 

Menurut Josef Riwu Kaho, keberhasilan Pemerintahan Daerah 

dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sangat bergantung 

kepada: 

a. Faktor pelaksana, yaitu Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, kemampuan aparatur Pemerintahan Daerah dan partisipasi 

masyarakat. 

b. Faktor keuangan daerah termasuk pajak daerah, retribusi daerah, 

perusahaan daerah, Dinas Daerah dan pendapatan lainnya. 

c. Faktor peralatan. 

d. Faktor organisasi dan administrasi.
11

 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 

perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

                                                 
10

 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah..., hlm. 9. 

11
 Ibid, hlm. 14. 
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Jabatan Gubernur, Bupati atau Walikota adalah jabatan sebagai Kepala 

Daerah baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai 

Kepala Daerah, Gubernur, Bupati atau Walikota mempunyai tugas dan 

wewenang sebagai berikut: 

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 

b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; 

c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan 

bersama DPRD; 

d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah; 

f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Berbagai tugas dan wewenang Kepala Daerah sebagaimana tersebut 

nampak bahwa Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya tersebut mutlak memerlukan seorang mitra kerja 

(partner), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. Ketentuan tentang DPRD 
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sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini berlaku ketentuan 

undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD. 

Sebagai suatu badan legislatif, DPRD memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

a. Menyerap dan mengartikulasikan kepentingan rakyat di Daerah. 

b. Mengagregasikan kepentingan rakyat. 

c. Rekruitmen politik. 

d. Mengontrol dan mengawasi kinerja eksekutif (Pemerintah Daerah). 

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa DPRD memiliki 

fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun tugas dan wewenang 

DPRD adalah: 

a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah 

untuk mendapat persetujuan bersama; 

b. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD bersama dengan Kepala Daerah; 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 

dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala 

Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

program pembangunan Daerah, dan kerjasama internasional di 

Daerah; 

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau 

Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam 
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Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri 

melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota; 

e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan 

Wakil Kepala Daerah; 

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah 

terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; 

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

i. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah; 

j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah; dan 

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah 

dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah. 

2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Tugas, wewenang dan fungsi DPRD dalam hubungannya dengan 

tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk 

Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah 

setelah mendapat persetujuan bersama DPRD yang dibentuk dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 
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masing-masing daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi serta baru berlaku setelah diundangkan dalam 

Lembaran Daerah. 

Menurut Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan 

perundang-undangan yang meliputi: 

a. Kejelasan tujuan. 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

d. Dapat dilaksanakan. 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 

f. Kejelasan rumusan. 

g. Keterbukaan. 

Usaha untuk menjaga agar Peraturan Daerah tidak bertentangan 

dengan peraturan yang ada di atasnya, maka dalam penyusunannya harus 

memperhatikan materi muatan, sehingga senantiasa mengandung asas-

asas: 

a. Pengayoman. 

b. Kemanusiaan. 

c. Kebangsaan. 

d. Kekeluargaan. 

e. Kenusantaraan. 
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f. Bhinneka Tunggal Ika. 

g. Keadilan. 

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 

i. Ketertiban dan kepastian hukum. 

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Agar dalam penyiapan suatu Rancangan Peraturan Daerah dapat 

secara tepat memenuhi keinginan dan kehendak untuk mewujudkan 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat serta 

senantiasa dalam rangka memajukan dan memakmurkan masyarakat, 

maka dalam penyusunan Peraturan Daerah, masyarakat berhak 

memberikan masukan secara lisan atau tertulis. 

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, 

Gubernur, atau Bupati/Walikota. Namun apabila dalam satu masa sidang, 

DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan 

Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah 

Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan 

Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Gubernur atau 

Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Dalam 

kenyataannya, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD 

sangat jarang ada, sehingga mayoritas Rancangan Peraturan Daerah 

berasal dari Pemerintah Daerah. Rancangan Peraturan Daerah 

disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat 

kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. 
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Menurut Progo Nurdjuman, penyusunan Peraturan Daerah harus 

memenuhi tiga aspek, yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis. 

Ketidaklengkapan ketiga aspek tersebut dapat berakibat kepada tidak 

dapat diterapkannya suatu Peraturan Daerah. Seringkali penyusun 

Peraturan Daerah mengabaikan aspek sosiologis, yakni hukum yang 

berlaku di masyarakat. Karena tidak melihat potensi dan karakteristik 

masyarakat, implementasi Peraturan Daerah banyak terganggu. Diantara 

Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah, sebagian besar 

bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Selain itu juga terjadi 

tumpang tindih antara kebijakan Pusat dan Daerah serta tumpang tindih 

antara pajak dan retribusi, sehingga meskipun telah berhasil menyusun 

dan menerapkan suatu Peraturan Daerah, ternyata masih banyak pejabat 

di Kabupaten/Kota atau Provinsi yang belum memahami soal-soal sepele, 

seperti apa perbedaan antara pajak dan retribusi serta tidak menguasai 

undang-undang perpajakan dan perimbangan keuangan Pusat dan 

Daerah.
12

 

Zudan Arif Fakrulloh menilai bahwa dalam proses penyusunan 

Peraturan Daerah yang melibatkan dua pihak yaitu Pemerintah Daerah 

(birokrat) dan DPRD (legislatif) seringkali tidak cocok karena belum 

adanya suatu aturan formal yang melandasi secara terperinci bagaimana 

hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan 

Peraturan Daerah tersebut. Belum lagi beda pemahaman terutama pada 

                                                 
12

 Progo Nurdjuman, Penyusunan Perda, Proses dan Permasalahannya, (Jakarta: 

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2003), hlm. 3. 
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masa-masa awal reformasi dimana Pemerintah Daerah merupakan bagian 

dari birokrat yang telah berpengalaman sementara para anggota DPRD 

banyak yang berasal dari kalangan masyarakat yang hampir tidak 

mengenal proses legal drafting, sehingga mengakibatkan kendala yang 

sulit dijembatani.
13

 

3. Partai Politik 

Pembentukan Peraturan Daerah tidak dapat lepas dari peran 

partai politik, karena partai politik melalui fraksi-fraksinya dapat 

memberikan usulan atau memasukkan visi misinya dalam Peraturan 

Daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu 

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 

orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah 

untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik 

dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-

kebijaksanaan mereka.
14

 

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk 

partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela 

seseorang turut dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan 

turut secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan 

kebijaksanaan umum. Seseorang dapat dikatakan apatis secara politik 

apabila dia tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut di atas. 

                                                 
13

 Zudan Arif Fakrulloh, Disharmoni Legislatif dan Eksekutif dalam Era Otonomi Daerah, 

(Kompas Cyber Media, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2002). 

14
 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, hlm. 160. 
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Ada beberapa pengertian partai politik yang diberikan oleh 

beberapa sarjana, yaitu: 

a. Mac Iver, memberikan definisi partai politik sebagai suatu 

perkumpulan terorganisir untuk menyokong suatu prinsip atau 

kebijakan yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara 

yang sesuai dengan ketentuan atau undang-undang agar menjadi 

penentu cara melaksanakan pemerintahan.
15

 

b. Carl Friedrich mendefinisikan partai politik adalah sekelompok 

manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau 

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin 

partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada 

anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.
16

 

c. Soltau memberikan pengertian partai politik adalah sekelompok 

warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak 

sebagai suatu kesatuan politik dan yang memanfaatkan 

kekuasaannya untuk memilih serta bertujuan menguasai 

pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
17

 

d. Sigmund Neumann mengemukakan definisi partai politik adalah 

organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai 

kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar 

                                                 
15

 Mac Iver, Negara Modern, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), hlm. 107. 

16
 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, hlm. 161. 

17
 Ibid. 
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persaingan dengan suatu golongan yang mempunyai pandangan 

berbeda.
18

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi 

yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara 

sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara 

melalui pemilihan umum. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimaksud partai politik adalah 

organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 

negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-

cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Berdasarkan beberapa definisi mengenai partai politik tersebut, 

secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik 

memiliki unsur-unsur yaitu, kumpulan orang yang terorganisir, 

mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama, berusaha merebut dan 

mempertahankan kekuasaan serta berusaha menempatkan wakil-

wakilnya dalam pemerintah melalui saluran yang konstitusional. 

                                                 
18

 Ibid., hlm. 162. 
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Menurut Sukarno, fungsi partai politik adalah sebagai berikut:
19

 

a. Pendidikan politik. 

b. Sosialisasi politik. 

c. Pemilihan pemimpin-pemimpin politik. 

d. Pemaduan pemikiran-pemikiran politik. 

e. Memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. 

Mengenai fungsi partai politik juga diatur dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu sebagai 

sarana: 

a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar 

menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sadar 

akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan 

kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat. 

c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat 

secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan 

negara. 

d. Partisipasi politik warga negara. 

 

 

                                                 
19

 Sukarno, Oposisi dalam Sistem Partai Tunggal, Dwi Partai dan Multi Partai, 

(Yogyakarta: UGM, 2006), hlm. 203. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang 

digunakan dalam penyusunan partisipasi Partai Amanat Nasional dalam 

pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu peneliti dapat langsung menemui kantor Sekretariat DPRD-

DIY dan kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DPW-PAN DIY) untuk melakukan 

wawancara dan observasi. 

b. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini berupa pendekatan deskriptif-

analisis yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji 

secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. 

Setelah data terkumpul, maka kemudian penyusun mendiskripsikan 

data-data tersebut. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini yaitu Dewan Pimpinan Wilayah Partai 

Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Obyek Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah Perdais Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan 
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Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui 

observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. 

Untuk mendapatkan data primer, metode yang digunakan adalah 

metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai proses 

pelaksanaan hukum dalam masyarakat, artinya penyusun melakukan 

analisa tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan 

aspek hukum partisipasi partai politik dalam pembentukan Peraturan 

Daerah di DIY tahun 2015. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian 

yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data 

sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran 

literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum dan teori yang 

mendukungnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data sekunder, yakni sumber data yang bersifat 

pribadi dan bersifat publik, yang terdiri dari: 
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1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki 

peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 

1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden, Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. Beberapa bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah. 

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

d) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, 

DPD, dan DPRD. 

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai 

Politik. 
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f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

g) Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas 

dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

h) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.  

2) Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa 

pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai 

penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil 

penelitian, serta dapat membantu dalam menganalisa dan 

memahami, bahan hukum sekunder yang terdiri dari: 

a) Buku-buku yang berkaitan dengan negara hukum, 

demokrasi, partai politik, serta buku yang membahas 

tentang pemerintahan daerah dan proses pembentukan 

Peraturan Daerah di Indonesia. 

b) Makalah dan atau artikel terkait dengan partai politik, 

Pemerintahan Daerah, dan proses pembentukan Peraturan 

Daerah di Indonesia. 

c) Karya ilmiah (disertasi, tesis, skripsi atau jurnal) tentang 

penelitian empiris Pemerintahan Daerah, partai dan proses 

pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. 
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d) Narasumber Wawancara. Guna mendukung akurasi data, 

maka dilakukan wawancara dengan Bapak Imam Sujangi, 

Tenaga Ahli Fraksi PAN di DPRD-DIY. 

3) Bahan hukum tersier (non-hukum) yakni penunjang bahan 

hukum primer dan sekunder seperti kamus atau ensiklopedia. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsii Daerah Istimewa Yogyakarta.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Setiap penelitian harus memiliki data-data lengkap sebagai syarat 

untuk memperkuat validitas data. Kelengkapan data adalah hal yang 

mutlak harus dimiliki dalam penelitian. Teknik pengumpulan data 

diperlukan agar yang diperoleh merupakan data-data yang akurat dan 

dapat dipertanggungjawabkan.
20

 

Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara langsung 

dengan Tenaga Ahli Fraksi PAN. Sedangkan data sekunder diperoleh 

dari studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui literatur dan 

dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang ada. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan pola sehingga 
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 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136. 
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dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti disarankan oleh data.
21

 

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka diperlukan teknik 

analisis data agar mempermudah pengalihan data menjadi hasil penelitian 

yang akan dilaporkan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang 

digunakan adalah dengan analisis deskriptif kualitatif.
22

 

G. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk mempermudah penulisan skripsi hukum ini, maka penyusun 

dalam penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi 

dalam sub bab yang disesuaikan dengan cakupan pembahasannya. Adapun 

sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

Pada Bab Pertama berisi tentang latar belakang masalah, pokok 

masalah, tujuan dan manfaaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian serta sistematika penulisan hukum. 

Pada Bab Kedua berisi tentang pengertian dan asas partai politik; 

pembentukan dan keanggotaan partai politik; fungsi, hak dan kewajiban 

partai politik; pengaturan, pembubaran, penggabungan dan pengawasan 

terhadap partai politik di Indonesia; dan Partai Amanat Nasional; 

Pada Bab Ketiga berisi tentang pengertian Peraturan Daerah; asas-asas 

pembentukan Peraturan Daerah; tata cara pembuatan Peraturan Daerah; 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 202. 
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fungsi, wewenang dan tugas DPRD atau Kepala Daerah dalam pembentukan 

Peraturan Daerah; Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan 

Peraturan Daerah; dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015. 

Pada Bab Keempat dibahas dan dianalisa pokok permasalahan, yaitu 

tentang proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan 

Wewenang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan partisipasi Partai 

Amanat Nasional dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa 

tersebut. 

Bab Kelima, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan 

penelitian. Berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas di bab sebelumnya, 

maka bab ini merupakan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok 

pembahasan dan kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang membangun. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Keistimewaan Yogyakarta merupakan inspirasi masyarakat DIY yang 

menghendaki perubahan menuju cita-cita “mencerdaskan kehidupan bangsa 

serta mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan” 

sebagaimana diamanahkan UUD 1945. Partai Amanat Nasional berpartisipasi 

dalam pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tanpa 

meninggalkan identitas Yogyakarta yang khas dan mencerminkan 

keberpihakannya kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan yang telah 

diuraikan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Proses pembentukan Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang 

Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan melalui mekanisme legislasi 

yang matang dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui 

penjaringan aspirasi berupa public hearing, reses dan penyusunan naskah 

akademik. 

2. Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam proses pembentukan Perdais 

DIY Tahun 2015 sesuai dengan fungsinya seperti tercantum dalam Pasal 

7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu 
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sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif dan 

perekat persatuan, penyerap dan penghimpun sekaligus penyalur aspirasi 

politik masyarakat DIY. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penyusun 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang secara yuridis diatur dalam 

Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DIY 

sampai saat ini belum ditentukan metodenya. Oleh karena itu, pemilihan 

metode penjaringan aspirasi seperti public hearing, pemanfaatan waktu 

reses yang efektif dan tepat sasaran mutlak dibutuhkan. 

2. Perlu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY 

khususnya dari Partai Amanat Nasional (PAN) menambah wawasannya 

terhadap legal drafting agar kapasitas Anggota Dewan terhadap salah 

satu fungsinya yaitu sebagai legislator lebih baik dan lebih baik lagi. 

3. Perlu Partai Amanat Nasional (PAN) memfasilitasi masyarakat secara 

kontinyu dengan membuka ruang dialog terhadap isu-isu yang sedang 

berkembang di lingkup provinsi. Hal tersebut guna meningkatkan fungsi 

partai sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif 

dan perekat persatuan, penyerap dan penghimpun sekaligus penyalur 

aspirasi politik masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.   
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